
 

103 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, 

penulis dapat meyimpulkan bahwa produk hukum Ketetapan MPR masih di akui 

keberadaanya di Indonesia, hal ini di tunjukan dengan masuknya kembali TAP MPR 

kedalam Hierarki Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No 12 

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kembalinya 

Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah akibat dari 

proses yang amat begitu Panjang mengenai Status hukum Lembaga MPR di dalam 

Sistem Pemerintahan Negara di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai 

Reformasi. hal ini pun berpengaruh terhadap kedudukan produk hukum yang di 

keluarkan olehnya yakni Ketetapan MPR.  

dengan masuknya TAP MPR kembali kedalam Hierarki Peraturan 

Perundang-undangan yang diakui di Indonesia,  menjadi suatu konsekuensi logis 

apabila terdapat kebiasaan hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-

undangan untuk memenuhi unsur teori Kekuatan hukum dalam Ilmu perundang-

undangan, sehingga setiap Peraturan Perundang-undangan pada umumnya 

mengakui dan melaksanakanya. Hal ini dikarenakan, setiap Peraturan Perundang-

undangan khususnya yang terdapat dalam Hirearki, haruslah memiliki suatu 

norma yang dianggap baik dan adil oleh masyarakat. Untuk mengetahui apa yang 

dianggap baik dan adil di dalam suatu Peraturan perundang-undangan, maka teori 

kekuatan hukum yang pada umumnya dijadikan sebagai pondasi atau tolak 

ukurnya. Demi pemenuhan hal tersebut, maka sudah selayaknya suatu Peraturan 

Perundang-undangan memiliki unsur-unsur teori Kekuatan hukum dalam Ilmu 

perundang-undanagn.  

Untuk menjaga dan memastikan unsur-unsur yang dimaksud tetap 

terpenuhi pada suatu Peraturan Perundang-undangan, maka dibutuhkan alat atau 
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tools untuk menjalankannya, yaitu dengan diberlakukannya mekanisme 

Mengubah, Mencabut serta melakukan Pengujian terhadap suatu Peraturan 

Perundang-undangan. Oleh karena itu pada status quo saat ini setiap Peraturan 

yang terdapat dalam Hierarki, telah memiliki Mekanisme ini.  

Namun hal ini dikecualikan kepada Ketetapan MPR, karena pada faktanya 

saat ini, TAP MPR tidak memiliki Mekanisme yang maksud. Hal ini tentunya akan 

berdampak pada peraturan perundang-undangan. mengingat pada saat ini 

perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga kesesuaian substansi suatu 

peraturan terhadap teori Kekuatan Hukum pun pasti akan ikut berubah. tetapi 

pada saat ini TAP MPR tidak memiliki Mekanisme tersebut, sehingga pemenuhan 

Teori Kekuatan Hukum terhadapnya berpotensi menjadi terhalang. Oleh karena 

itu sudah sepatutnya Ketetapan MPR yang masih berlaku pada saat ini, yang pula 

termasuk kedalam Hierarki, diberikan mekanisme untuk mengubah, mencabut 

dan menguji terhadapnya.  

Kewenangan untuk melaksanakan mekanisme yang dimaksud, akan di 

berikan kepada Majelis Permusyawaratan itu sendiri berdasarkan pertimbangan 

pada bab sebelumnya, seperti mengingat dialah yang membentuk Ketetapan MPR 

dan pertimbangan lainnya yang telah tertera pada pembahasan di bab 

sebelumnya.  

 dengan terdapatnya beberapa Ketetapan MPR yang masih berlaku dan 

terdapat dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, penulis mengharapkan 

agar Ketetapan MPR ini juga memiliki mekanisme untuk mengubah, mencabut dan 

melakukan pengujian terhadapnya, sebagaimana yang telah dimiliki oleh 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dengan mekanisme sebagai berikut ;  

Yang pertama, mengenai metode mengubah dan mencabut ini akan 

disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Perundang-undangan 

mengenai mekasnisme tersebut.  



 

105 
 

Yang kedua, mengenai mekanisme Pengujiannya akan dilakukan oleh 

Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang secara teknisnya akan dilakukan 

oleh badan penguji yang berbentuk ad hoc dalam MPR pada saat akan melakukan 

pengujian Kelembagaan MPR ini , lalu batu uji yang akan digunakan dalam 

pengujiannya adalah UUD 1945.  

Beberapa poin mengenai mekanisme diatas tentunya sudah berdasarkan 

pertimbangan dan kajian yang telah dianalisa pada bab sebelumnya. Oleh karena 

itu suatu harapan bagi penulis agar penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi awal, baik berupa dukungan atau bantahan terhadap pertimbangan yang 

ditawarkan. Sehingga pada akhirnya penulisan ini dapat memberikan sedikit 

kontribusi bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.  
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